
Menteri Puencanun Pembangunan Nuional/

Kepala Badan Perencaman Pembangunan Nasioual

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 1 28lM.PPN/HK/O8 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN

PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
lentang Desa, telah dirancang program pengsatan
pemerintahan dan pembangunan desa yang bertujuan untuk
memperkuat kapasitas kelembagaan desa serta memperbaiki
tata kelola pemerintahan dan kualitas pembangunan desal

b. bahwa dalam rangka memastikan keberhastlan program
pengwtan pemerintahan dan pembanganan desa

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya
sinkronisasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam hal
perencanaan, pelaksanaan, pemantavan, evaluasi, dan
penSawasan;

c. bahwa dalam rangka melakukan upaya sinkronisasi dan
koordinasi sebagaimana dinraksud dalam huruf b, perht
dibentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan
Program PenSuatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang nam nya tercantlum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap marnpu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

an&gota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan

ProSram Penguatan Pemerrntahan dan Pembangun an Desal

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentanS Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

NlerlginSat

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahtn 2014 tentanS Desa
(l*mbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaim ana telah diubah beberupa ka1i, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta lkrla (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomot 657 3);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang Tata
Caru Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peratvran Pemerintah Nomor 50 Tahun
2078;

4. Petaturan Presiden Nomor 67 Tah]u/:r 2079 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2079-2024;

5. Petaturan Presiden Nomor 68 Tahun 201,9 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021,;

6. Perataran Presiden Nomor 18 Tahtm 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024;

7. Petaturan Presiden Nomor 80 Tahun 2027 tentang
Kementerian P er enc anaan P emb angunan Nasional;

8. Peratutan Presiden Nomor 81 Tahun 2O2l tentang Badan
P et enc anaan P emb anganan Nasional ;

9. Peratj4ran Menteri Petencana.all, Pembangtnan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembang$nan Nasional
Nomor 5 Tahun 2076 terrtang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

10. Peratutan Menteri Koordinator Btdang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebtday aan;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangwan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tenlang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembanglnan Daerah
Terlinggal, dan Transmigrasi;

72. Peratilran Menteri Komunikasi dan lnformatlka Nomor 12

Tahun 2021 tentan' Organisasi dan Tata Ke4a Kementerian
Komunikasi dan lnf or matika;

13. Perahtran ...
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Menetapkan

PERTAMA

KXDUA

KETIGA

KXEMPAT

1 3. Peraluran Menteri Keuangan Nomor 1 18/PMK.O1 / 2021
tentanS OrSanisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

14. Peruturan Menteri Percncana.an Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Fembangunan Nasional
Nomor 3 Tahun 2022 tentanS OrSanisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembanglnan Nasional/Badan
P er enc ana-an P emb angunan Nasional ;

MEMUTUSKAN:

e. melakukan ...

: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN
Pf,MERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA,

: Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan
Program Pengaatan Pemerintahan dan Pembanganan Desa untrk
selanjutnya disebut Tim P3PD, dengan susunall keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepufusan ini.

: Tim P3PD terdiri atas Tim Pengarah danTtmPelaksana.

: Tim Pengarah bertugas:

a. membeikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan
mellantaLt kemajuan selta memberi saran pemecahan atas
p ermas alahan pel aks anaan kegiat an; dan

b. melaksanakan Wrlemuan berkala Tim Pengarah paling sedikit
1 (satu) kali dalam'l (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

: Tim Pelakan a befiugas:

a. menyrapkan aruh kebljakan dan strategi pelaksanaan ptogram
penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;

b. melakukan koordinasi teknis antar-kementerian/l,embaga
untuk menunjak efektivitas dan kelancaran perencanaarl,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program per.gtatan
pemerintahan Can pemb angunan desa;

c. melakukan koordinasi dengan berbagai pemangkt
kepentingan terkait hal-hal yang bersifat teknis dan
operasional program pengaatan pemeintahan dan
pembanganan desa;

d. melakukan pengelolaan sistem informasi dan data secara

terintegrasi terkait pemerintahan dan pembangunan desa yar.9
dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebljakan di
tingkat nasional;
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KXLIMA

KEENAM

e. melakukan kajian tematik yang dipandang perlu untuk
mendukung perbalkan kebijakan perdesaan ke depan;

f. memberikan pembrnaan teknis kepada pemerintah daerah
dalam pelaksanaan kegiatan di provinsi / kabupaten;

g. membangun dukungan teknis kolaboratif dan mekanisme
pemantauan bersama untuk program penguatan
pemerir-rtahan dan pemb angunan de s a;

h. mendiskusikan dan mencari solusi terhadap masalah yang
membutuhkan p emb ahasan antar Kementer ian / kmb aga;

i. memberikan laporan rttin kepada Tim Pengarah, secara
berkala sett ap 3 (tiga) bulan, mengenai pelaksanaan prcgram
penguatan pemerintahan dan pembangtnan desa;

j. menyampatkan hasil AWP final yang dikoordinasikan oleh
CPMU kepada Tim Pengatah; dan

k. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan dari Tim Pengarah
dan melaporkan hasiinya kepada Tim Pengarah.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan lotgas

Tim P3PD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keputusan ini berlaku sejak tangal ditetapkan dan berlaku surLlt
sejak tanggal 3 lanuari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustrs 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAI,

SUHARSO MONOARIA

tld.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

z-
RR. Rita Erawati



TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua merangkap
Anggota

Sekretaris mer angkap Ketua
Tim Pelaksana

Anggota

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN,/

KXPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 28lM.PPN/HK/O 8 / 2022
TANGGAL 8 AGUSruS 2022

Deputi Bidang P engemb angan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Btdang Koordinasi Pemerataan
P embangunan Wilayah dan P enanggulangan
Bencana, Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Ma usia dan Kebudayaan.

Direktur Pembangunan D aer ah, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangu.nan Manusia dan Kebuday aan;

2. Sekretaris Jenderul, Kementeian Dalam
Negeri;

3. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam
Negeri;

4. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,
Kementenan Dalam Negeri;

5. Direktur Jenderal Bina Administrasi
Wilayah, Kementerian Dalam Negeri;

6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa,

Penrbangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

7. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan
Perdesaan, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATT]GIS PERCEPATAN PELAKSANAAN

PROGR,{M PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

Desa...
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B TIM PELAKSANA

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Desa, Daerah Tertingg.al, dan Transmigrasl,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Terlinggal. dan Transmigrasi;

9. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi
Desa, Daerah Tefiingga| dan Transmigtasi,
Kementerian Desa, Pembangtnan Daerah
Tertinggal. dan Transmigrasi;

10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangar.;

11.Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat

Stafistik;

l2.Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggar aan Keltangan Daerah, Badan
Pengaw asan Keuangan dan Pembangunan.

Direktur Pembangunan D aer ah, Kementerian
PPN/Bappenas.

Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan
dan Mobilitas Spasial, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
danKebudayaan.

1. Kepala Biro Petencanaan dan Kerlasama,
Kementerian Koordinator Bidang
P emb angunan Manusi a dan Kebrday aan;

2. Kepala Biro Perencanaan, Kementeriall
Dalam Negeri;

3. Sekretaris Direltorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa, Kementerran Dalam
Negeri;

4. Direktur Fasilitasr Keuangan dan Aset

Pemerintahan Desa, Kementerran Dalam
NeSeri;

5. Direktur Penataan dan Administrasi
Pemertntahan Desa, Kementerian Dalam
Negeri;

6. Direktur Fasilitasi Pengembangan
Kapasitas Aparat:ur Desa, Kementerian
Dalam Negeri;

7 . Direktur Kelembagaan dan Kerlasama
Desa, Kementerian Dalam Negeri;

8. Direktur ..
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8. Direktur Evaluasi Perkembangan Desa,
Kernenterian I )a lam Negeri;

9. Sekretaris Direl:torat Jenderul tsina
Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam
Negeri;

10. Direktur Dekonsentrasi, Tugas

Pembanttan dan Kerjasama, Kementerian
Dalam Negeri;

1 1. Inspekfur III, Kementerian Dalam Negeri;

72. Kepala Biro Perencanaan dan Keqa Sama,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasil

13. Kepala Pusat Pengembangan
Pemberday aan Masyarakat Desa, Daerah
T er tinggal, dan T r ansmrgr asi, Kementerian
Desa, Pembangtnan Daerah T ertinggal,
danTrunsmigrasi;

14. Direktur Pengembangan Sosial Budaya
dan Lingkungan Desa dan Perdesaan,
Kementerian Desa, Pembangunan Daer ah
Tertinggal, dan Transmigrasi:

1 5. Kepala Pusat Pelatlhan Sumber Daya
Manusia Desa, Daerah Tefiingal, dan
Transmigrasi, Kefienteian Desa,

Pembangtnan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

16. KepaLa Pvsat Data dan Informasi Desa,

Daerah Tefiinggal, dan Transmigrasi,
Kementerian Desa, Pembangunan Daet ah
T erlinggal, dan Transmigrasil

77. Kepala Pusat PenSemb angan Daya Saing
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Terlinggal, dan
Transmigrasi;

18. Direktur Anggaran Bidang Pembangtnan
Manusia dan Kebudayaan, Kementetian
Keuangan;

19. Direktur Dana Transfer Umum,
Kementerian KeuanBan;

20. Direktur ..
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20. Direktur Pinjaman dan H1bah,
Kementerian Keuan4an;

21. Direktur Statistik Ketahan an Sosial, Badan
Pusat Sfatistik;

22. Direktur Pengawasan Akuntabilitas
Keuangan, Pembangtnan, dan Tata Kelola
Pemerintahan Desa, Badan Pengawasan

Keuangan dan P emb angunan;

23. Kepala Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangttnan, Kementerian
PPN/Bappenas;

24. Direktur Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Yembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

25. Direktur Layanan Telekomunikasi dan
Informasi untuk Masyarukat dan
Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

26. Y,,hairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian
PPN/Bappenas;

27 . Alen Ermanita, S.Sos, MSc, Kementerian
PPN/Bappenas;

28. Ewan Arumsyah, SIP, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

29. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST,

MSc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Ir. Ha1,u Parasati, MPS, Kementerian
PPN/Bappenas;

37. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

32. Sudira, S.Sos,, MAP, Kemenferian
PPN/Bappenas;

33. Alfia Oktivalerina, SE, MSc, Kementerian
PPN/Bappenas;

34. P.rzqi Yuwanita Hablbah, ST, MT,
Kementeriall PPN/Bappenas;

35. Amos Pima Gracianto, ST, M.Sc, MPWK,
Kementerian PPN/ Bappenas;

36. Prima ...
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36. Prima Sari Anungputri, ST, MT,
Kementerian PPN/Bappenas;

37 . Zaharattil Hasanah, S.T, Kementerian
PPN/Bappenas;

38. Luthfi Muhamal, Iqbal, S.T, Kementerian
PPN/Bappenas;

39. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si,

Kementerian PPN/ Bappenas;

40. Annisa Kuslrma Wardhani, ST,

Kementerian PPN/ Bappenas;

41. Rudi Hetmawan, SE, MPH, Kementerian
Koordinator Bidang Pembanganan
Mantasia dan Kebuday aan;

42. kham Tovani, S.Kel, Kementedan
Koordinator Bidang Pembangtnan
Manusia dan Kebuday aan.

1. Mira Berlian, Kementerian PPN/ Bappenas;

2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGAPENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Z:>
RR Rita Erawati

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARTA

ttd


